
   

 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 29 TAHUN 2020 

TENTANG 

DANA ALOKASI UMUM BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) b 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, maka 

Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dana 
tambahan kepada kelurahan yang bersumber dari Dana 
Alokasi Umum Tambahan. 

  b.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 8/PMK.01/2020 tentang Tata Cara 

Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 
Anggaran 2020, maka perlu dirinci untuk masing-masing 
kelurahan. 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan 
Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10  Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 96); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 98);  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 14); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 
(Berita  Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 

81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Berita  Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 28); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI UMUM 

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KABUPATEN 
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

(1) Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk 

memberi dukungan pendanaan di kelurahan dalam rangka  memenuhi 

kewajiban penganggaran bagi kelurahan di Kabupaten Temanggung. 

(2) Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk 

mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan perundang-ungangan. 

Pasal 2 

Jumlah Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp26.364.530.685,00 (dua puluh enam 

milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus 

delapan puluh lima rupiah) yang dirinci sebagai berikut: 




